
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakinl berkembangnya zamanl maka perkembanganl teknologi yangl 

ada jugal ikut berkembangl dengan lcepat. Perkembangan teknologil ditandai 

denganl adanya kemunculanl digital sepertil teknologi linformasi, komputer 

danl jaringan linternet. Teknologi menjadil hal terpentingl di eral modern lini, 

karena mendorongl perubahan yangl terjadi padal kehidupan lmanusia. Salah 

satunyal internet yangl menjadi sebuahl layanan komunikasil dan informasil 

yang dimanfaatkanl untuk memberikanl layanan yangl mudah danl tanpa batasl 

dalam beberapal kegiatan, sepertil mempermudah manusial dalam mengaksesl 

informasi danl menyebarluaskan linformasi, melakukan penjelajahanl 

(browsing) dalaml mencari datal atau lberita, dan berinteraksil bahkan padal 

jarak melauil situs jejaringl sosial. 

Perkembanganl teknologi informasil dan komunikasil memberikan 

manfaatl bagi masyarakatl untuk dapatl menerima danl memberikan informail 

dengan lmudah. Masyarakat dapatl berkomunikasi tanpal adanya batasl jarak, 

ruangl dan lwaktu. Perkembangan inil menyebabkan dunial tanpa batasl 

(limitless) danl perubahan sosiall yang lsignifikan. Seiring dengan l 

berkembangnya teknologil dan lkomunikasi, masyarakat dihimbaul untuk 

mengikutil setiap perkembanganl yang sedangl terjadi.1 

Transaksil jual belil secara onlinel dinilai lebihl efektif danl efesien, 

Dimanal seseorang dapatl melakukan transaksil jual belil dimana sajal dan 

kapanl saja tanpal perlu paral pihak salingl bertatap lmuka. Transaksi yangl 

dilakukan melaluil E-Commercel berbeda denganl transaksi yangl dilakukan dil 

                                                           
1 Ahmad M. Ramli, Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2004, h. 1. 



 

 
 

toko lkonvensional. Dalam El-Commerce semual formalitas yangl terkait 

transaksil konvensiaonal ldikurangi, selain litu, konsumen memiliki l 

kamampuan untukl dapat mengumpulkanl dan membandingkanl informasi 

barangl atau jasal yang dibutuhkanl lebih bebasl tanpa batasanl wilayah. Untukl 

mencari barangl yang diinginkanl pihak pembelil (buyer) dapatl mengakses 

tokol online melaluil website ataul mendownload laplikasi, kemudian pembelil 

mengajukan penawaranl dan menentukanl sistem pembayaranl yang diinginkanl 

kepada penjuall (Seller), danl kemudian barangl dipesan, dikemasl dan dikiriml 

oleh lpenjual. Salah satul sistem pembayaranl yang bisal digunakan pembelil 

adalah Cashl On Deliveryl disingkat denganl COD. 

 CODl adalah metodel pembayaran yangl dilakukan secaral langsung dil 

tempat setelahl pembeli menerimal pesanan daril kurir. Sisteml pembayaran inil 

telah digunakanl oleh beberapal pelaku usahal yang memilikil pembeli dil satu 

kotal dengan lpenjualnya, namun penjuall tersebut tidakl memiliki tokol ofline. 

Tujuanl dari sisteml pembayaran CODl adalah untukl memudahkan pembelil 

melakukan pembayaranl tanpa rekeningl bank ataul kartu lkredit, serta tidakl 

berlokasi dekatl di beberapal gerai yangl bekerjasama denganl perusahaan El-

Commerce sepertil Alfamart danl Indomaret.  

Ketentuanl Pasal 15l ayat (1l) UU ITEl mengatur bahwal setiap 

penyelenggaral sistem elektronikl secara andall dan amanl serta bertanggungl 

jawab terhadapl beroperasinya sisteml elektronik sebagaimanal mestinya. Adal 

beberapa kasusl yang marakl terjadi terkaitl penggunaan sisteml pembayaraan 

Cashl On Deliveryl yang justrul merugikan pembelil karena barangl tidak sesuail 



 

 
 

dan pihakl yang menanganil pesanan (kurirl) yang mengantarkanl menjadi 

pihakl yang disalahkanl oleh pembelil karena pesanannyal tidak sesuail dengan 

lgambar. 

Internet berkembangl memproduksi kegiatanl jual lbeli, yang biasal 

disebut denganl E- Commercel atau perdaganganl melalui medial elektronik. 

Secaral umum Elektronikl Commerce (El-Commerce) adalahl segala bentukl 

transaksi perdaganganl/perniagaan barangl dan jasal (trade ofl goods andl 

service) denganl menggunakan medial elektronik.2 Kemunculanl E-Commercel 

yang kemudianl memprakasai munculnyal marketplace. Sisteml E-Commercel 

meskipun memilikil sistem yangl sama denganl Marketplace tetapil memiliki 

konsepl yang lberbeda. E-Commercel memiliki satul penjual yaitul pemilik 

websitel itu sendiril dan memilikil satu brandl untuk beberapal produk yangl 

dipasarkan dalaml sebuah lwebsite, sedangkan Marketplacel memiliki sisteml 

seperti halnyal pasar tradisionall yang manal halnya menjadikanl aplikasi 

sebagail medianya.  

Dasarl dari sisteml pembayaran membutuhkanl kepercayaan, keamananl 

dan kemudahanl untuk kelancaranl dalam lbertransaksi. Kemudahan dalaml 

melakukan pembayaranl pada transaksil perdagangan secaral elektronik 

ditawarkanl oleh platforml belanja untukl menarik konsumenl supaya terlibatl 

dalam transaksil secara lonline. Namun, semakinl banyak metodel pembayaran 

CODl yang ldigunakan, maka semakinl besar pulal resiko yangl dapat terjadil 

dalam lpenggunaanya. 

                                                           
2 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Electronik, Nusamedia, Bandung, 2017, h. 11. 



 

 
 

Penyelenggara perdaganganl melalui sisteml elektronik yaitul penyedia 

aplikasil Shopee, lTokopedia, Lazada, danl JD. lID, wajib menjadal sistem padal 

aplikasi yangl mereka buatl secara laman, handal danl bertanggungjawab. 

Selainl itu penyedial memiliki kewajibanl untuk menyediakanl sistem 

elektronikl yang amanl untuk dimilikil dalam mencegahl dan mengatasil 

masalah ataul peristiwa yangl menyebabkan lgangguan, kegagalan, danl 

kerugian bagil pengguna sisteml elektronik. Namunl kenyataannya 

penyelenggaral perdagangan melaluil sistem elekronikl tidak bertanggungl 

jawab atasl kerugian yangl dialami olehl pelaku usahal yang beradal di El-

Commerce maupunl kurir pengantarl yang terkenal dampak daril sistem 

pembayaranl COD lini. 

Banyak kelebihanl yang dimilikil E-Commercel tersebut, danl pada 

akhirnyal mendorong perusahaanl-perusahaan untukl berlomba-lombal 

membuat El-Commerce dil masing-masingl perusahaan. Polal belanja 

masyarakatl sudah terdisrupsil berbelanja secaral online daripadal offline, danl 

E-Commercel menjadi pilihanl yang tepatl untuk menjaringl konsumen yangl 

lebih nyamanl belanja onlinel tersebut.  

Menurutl Undang-Undangl Nomor 8l Tahun 1999l tentang Perlindunganl 

Konsumen padal pasal 1l ayat 2l menyatakan bahwal “Konsumen adalahl setiap 

orangl pemakai barangl dan/ataul jasa yangl tersedia dalaml Masyarakat, baikl 

bagi kepentinganl diri lsendiri, keluarga, orangl lain maupunl makhluk hidupl 

lain danl tidak untukl diperdagangkan” sedangkanl “ pelaku usahal adalah 

setiapl orang perseoranganl atau badanl usaha, baikl yang berbentukl badan 

hukuml maupun bukanl badan hukuml yang didirikanl dan berkedudukanl atau 

melakukanl kegiatan dalaml wilayah hukuml negara Republikl Indonesia, baikl 

sendiri maupunl bersama-samal melalui perjanjianl menyelenggarakan 

kegiatanl usaha dalaml berbagai bidangl ekonomi”.3 

                                                           
3 Adil, Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, h. 197. 



 

 
 

Suatul perjanjian dikatakanl sah ketikal para pihakl memenuhi syaratl-

syarat yangl telah diaturl dalam Kitabl Undang-Undangl Hukum Perdatal pada 

Pasall 1320. Walaupunl terdapat aturanl yang mengaturl mengenai sahnyal suatu 

lperjanjian, akan tetapil dalam transaksil E-Commercel dapat dilakukanl oleh 

siapal saja. Tidakl ada Batasanl umur untukl orang yangl melakukan transaksil 

E-lCommerce. Jika suatul perjanjian dilakukanl oleh orangl dibawah umurl 

maka yangl bertanggung jawabl adalah orangl tuanya ataul walinya yangl akibat 

subjektifnyal yaitu perjanjianl itu bisal dibatalkan. Aturanl yang mengenail 

tentang transaksil elektronik telahl diatur dalaml Undang-Undangl Nomor 1l 

Tahun 2024l tentang Perubahanl Kedua atasl Undang-Undangl Nomor 11l 

Tahun 2008l tentang Informasil dan Transaksil Elektronik (UUl ITE).  

Pembayaranl melalui CODl dilakukan secaral langsung olehl penjual 

denganl pembeli. Akanl tetapi dil dalam transaksil E-Commercel yang 

ldisediakan, layanan sisteml pembayaran CODl memerlukan pihakl ketiga yaitul 

jasa pengirimanl (kurir), yangl dimana denganl adanya kerjal sama pengelolaanl 

order danl pengiriman barangl dengan jasal ekspedisi yangl disediakan dalaml 

E-lCommerce. 

Sistem layananl COD yangl dimana pembelil memesan barangl tanpa 

membayarl terlebih ldahulu, tetapi membayarl ketika barangl diantarkan olehl 

kurir kel alamat tujuanl yang disediakanl oleh lpembeli. Akan tetapil karena 

adanyal metode pembayaranl COD yangl dimana dibayarl ketika barangl sudah 

ldatang, seringkali pelakul usaha yangl berjualan dil dalam aplikasil E-

Commercel mendapatkan pembelil atau costumerl yang tidakl bertanggung 



 

 
 

jawabl dalam pembayaranl terhadap barangl yang dipesannyal karena pembelil 

tidak dapatl dihubungi ataul tidak jujurl dalam memberikanl informasi. 

Transaksil E-Commercel yang sedangl marak tersebutl di sisil lain sangatl 

menguntungkan bagil pelaku lusaha, karena barangl atau jasal yang dijuall lebih 

bervariatifl mengingat aktivitasl pasar yangl terbuka bagil pelaku usahal dari 

penjurul dunia untukl menawarkan produknyal melintasi batasl negara. Hall 

tersebut membuatl konsumen dapatl memilih berbagail macam produkl yang 

sesuail dengan kriterial yang merekal inginkan. lNamun, di sisil lain jugal 

membuat kedudukanl pelaku usahal dan konsumenl menjadi kurangl 

mendapatkan perlindunganl secara hukuml dalam melakukanl transaksi juall 

beli secaral online karenal sangat terbukanyal peluang dalaml melakukan 

tindakanl yang dapatl merugikan baikl dari pelakul usaha, konsumenl ataupun 

pihakl ketiga.  

Transaksil E-Commercel ini menimbulkanl masalah, ketidakpastianl dan 

perkembanganl internet yangl terus berubahl menimbulkan kekhawatiranl 

masyarakat tentangl tentang keamananl rahasia informasil personal merekal dan 

kinerjal jaringan yangl kurang lbaik. Belakangan inil meningkatnya penipuanl 

yang kerapl merugikan konsumenl maupun pelakul usaha, sehinggal 

pemerintah pengeluarkanl peraturan perundangl-undangan untukl melindungi 

konsumenl yang seringl dirugikan, kerugianl tidak hanyal diterima olehl para 

lkonsumen, tetapi pelakul usaha punl kerap kalil mendapatkan kerugianl dari 

oknuml-oknum konsumenl yang tidakl bertanggung ljawab.  

Seperti salahl satu perilakul konsumen yangl merupakan tindakan l 

merugikan pelakul usaha salahl satunya sepertil mengaku sudahl melakukan 



 

 
 

pembayaranl dengan mengirimkanl bukti-buktil yang sudahl dipalsukan danl 

yang sedangl banyak terjadil konsumen yangl sudah melakukanl transaksi 

tetapil setelah barangl akan dil kirim ataul dipesan pembelil malah membatalkan l 

pesanan tersebutl ataupun dalaml kasus lainl terkait denganl risiko kerugianl 

seperti yangl dialami Vinderul sebagai penjuall yang berjualanl Totebag dil 

aplikasi El-Commerce kemudianl Linda sebagail pembeli yangl berminat untukl 

membeli Totebagl tersebut denganl menggunakan sisteml pembayaran secaral 

COD danl menggunakan ekspedisil J&Tl Ekpress kemudianl barang tersebutl 

dikirim langsungl melalui lkurir. Setelah sampail di alamatl penerima yaitul 

Linda sebagail pihak pembelil ternyata pembelil tersebut tidakl berada dil rumah 

danl tidak dapatl dihubungi, yangl berarti barangl tersebut tidakl diterima olehl 

pembeli. Vinderul pun yangl sebagai penjuall mengambil paketnyal yang 

dikiriml ke kantorl J&Tl Ekpress ltersebut, dari kejadianl tersebut pihakl penjual 

merasal dirugikan karenal tidak adanyal itikad baikl dari lpembeli. Dalam 

aplikasil E-Commercel ketika adal pengembalian lbarang, biaya pengirimanl 

akan ditanggungl oleh aplikasil E-Commercel yang digunakanl karena adanyal 

kerja samal dengan jasal pengiriman ltersebut.4 

Undang-Undangl Nomor 8l Tahun 1999l tentang Perlindunganl 

Konsumen dalaml Pasal 6l dijelaskan mengenail hak-hakl pelaku lusaha, dimana 

hakl-hak tersebutl mencakup hakl mengenai menerimal pembayaran sesuail 

dengan  kesepakatanl terkait denganl kondisi danl nilai tukarl barang ataul jasa 

yangl diperjualbelikan, hakl untuk mendapatkanl pelindungan hukuml dari 

iktikatl tidak baikl konsumen, hakl untuk membelal diri dalaml penyelesaian 

hukuml sengketa lkonsumen, hak untukl rehabilitasi namal baik apabilal terbukti 

secaral hukum bahwal kerugian yangl dialami konsumenl bukan daril barang 

ataul jasa yangl diperdagangkan, danl hak-hakl yang diaturl dalam peraturanl 

perundang-undanganl lainnya.    

Menurutl KUHPerdata dalaml Pasal 1338l tentang akibatl suatu 

perjanjianl yang menyatakanl bahwa “Suatul perjanjian tidakl dapat ditarikl 

kembali selainl dengan sepakatl kedua belahl pihak, ataul karena alasanl-alasan 

                                                           
4 https://Contoh Kasus.Co.Id/Venderu/Totebag/Dalam-Transaksi-e-Commerce-Sistem-Cod-Dalam-

Jualan, 2022, diakses pada 17 Januari pukul 12.00 WIB. 



 

 
 

yangl undang-undangl dinyatakan cukupl untuk itul dan suatul perjanjian harusl 

dilaksanakan denganl itikad lbaik”. Suatu perjanjianl harus dilakukanl dengan 

adanyal itikad baikl dari penjuall maupun daril si lpembeli. Dikatakan itikadl 

baik ialahl adanya kejujuranl dari memberil informasi hinggal bertanggung 

jawabl dengan apal yang telahl dikatakan, sehinggal tidak merugikanl salah satul 

pihak yangl melakukan lperjanjian. 

Transaksi El-Commerce yangl menggunakan sisteml pembayaran CODl 

ini konsumenl dapat melakukanl tindakan yangl tidak bertanggungl jawab atasl 

pesanan yangl telah dil pesan melaluil transaksi El-Commerce. Adanyal 

penipuan yangl dilakukan olehl pihak konsumenl dapat menimbulkanl kerugian 

terhadapl pelaku usahal yang menjadil reseller ataul yang dibidangl crafting, 

pelakul usaha resellerl akan mengalamil kerugian modall dari pembelianl barang 

danl pelaku usahal crafting akanl mengalami kerugianl bahan pokokl yang 

digunakanl dalam lusahanya. Sanksi terhadapl konsumen dalaml permasalahan 

inil secara teoril perlindungan hukuml represif tidakl dijelaskan secaral rinci 

dalaml Undang-Undangl Nomor 8l Tahun 1999l Tentang Perlindunganl 

Konsumen, dalaml hal inil konsumen telahl melakukan wanprestasil dan dapatl 

dikenakan sanksil berupa membayarl kerugian yangl dialami pelakul usaha, 

pembatalanl perjanjian, peralihanl resiko, danl membayar biayal perkara 

apabilal sampai diperkarakanl di lpengadilan. 

Berdasarkan uraianl di latas, penulis tertarikl untuk membahasl dan 

menganalisisl adanya normal samar ataul kekaburan normal hukum dalaml 

Undang-Undangl Nomor 8l Tahun 1999l Tentang Perlindunganl Konsumen, 



 

 
 

penelitianl ini akanl mengkaji lebihl dalam terkaitl persoalan yangl dihadapi 

olehl konsumen El-Commerce danl menuangkannya dalaml suatu karyal ilmiah 

berbentukl proposal skripsil dengan judull “Perlindungan Hukum Pelaku 

Usaha Terhadap Pengembalian Barang Oleh Kurir Melalui Sistem 

Pembayaran Cash On Delivery Dalam Transaksi E-Commerce” 

 

Orisinalitas Penelitian  

Berikut ini adalah ringkasan dari berbagai temuan peneliti sebelumnya 

yang ditemukan penulis dan berkaitan dengan permasalahan yang akan 

penulis rencanakan untuk dibahas dalaml penelitian inil “Perlindungan Hukuml 

Pelaku Usahal Terhadap Pengembalianl Barang Olehl Kurir Melaluil Sistem 

Pembayaranl Cash Onl Delivery Dalaml Transaksi El-Commerce” 

No Nama Penelitianl dan 

asall instansi 

Judul danl Tahun 

Penelitianl 

Rumusan Masalahl 

1 Nama Peneliti : 

Dea Shania Siregar 

 

Asal Instansi : 

Fakultas Hukum 

Universitas Medan 

Area, Medan 

 

(Skripsi) 

Judul : 

Akibatl hukum 

konsumenl online 

shopl yang tidakl 

melakukan 

kewajibanl 

pembayaran CODl 

(Cash Onl Delivery) 

(studil kasus padal 

fasion Outletl 

Medan terhadapl 

Shopee) 

 

Tahun lpeneliti : 

2023 

1. Bagaimanal 

pengaturan hukuml 

hak danl kewajiban 

paral pihak dalaml jual 

belil melalui aplikasil 

online? 

2. Bagaimanal akibat 

hukuml pada 

pembatalanl 

pembayaran codl (cash 

onl delivery) olehl 

konsumen melaluil 

aplikasi Shopeel pada 

usahal fashion outletl 

Medan? 

3. Bagaimanal 



 

 
 

perlindungan hukuml 

kepada pelakul usaha 

fashionl outlet Medanl 

terhadap pembatalanl 

dengan pembayaranl 

COD olehl konsumen 

melaluil Shopee? 

2 Nama Peneliti : 

I Gede Vera Yudana, I 

Nyoman Putu 

Budiartha, Desak Gde 

Dwi Arini,  

 

Asal Instansi : 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Warmadewa 

 

(Jurnal Interpretasi 

Hukum, Vol. 3 No. 3)  

Judul : 

Perlindunganl 

hukum terhadapl 

pelaku usahal 

melalui sisteml cash 

onl delivery padal 

marketplace  

 

Tahun peneliti : 

2022 

1. Bagaimanakahl sahnya 

perjanjianl jual belil 

melalui sisteml COD 

padal marketplace? 

2. Bagaimanakahl 

perlindungan hukuml 

bagi pelakul usaha 

dalaml hal wanprestasil 

melalui sisteml COD 

padal marketplace? 

 

1. Penelitianl oleh Deal Shania lSiregar, Fakultas Hukuml Universitas Medanl 

Area, Medanl yang berjudull “Akibat hukuml konsumen onlineshopl yang 

tidakl melakukan kewajibanl pembayaran CODl (Cash Onl Delivery) (studil 

kasus padal fashion outletl Medan terhadapl Shopee)” denganl tiga 

rumusanl masalah lyakni, (1). Bagaimanal pengaturan hukuml hak danl 

kewajiban paral pihak dalaml jual belil melalui aplikasil online?; (2l). 

Bagaimana akibatl hukum padal pembatalan pembayaranl cod (Cashl On 

Deliveryl) oleh konsumenl melalui aplikasil Shopee padal usaha fashionl 

outlet lmedan?; (3). Bagaimanal perlindungan hukuml kepada pelakul 

usaha fashionl outlet medanl terhadap terhadapl pembatalan denganl 

pembayaran codl (Cash Onl Delivery) olehl konsumen melaluil Shopee?, 



 

 
 

meliliki persamaan dalam ruang lingkup pembayaran COD melalui E-

Commerce, akan tetapi perbedaan dalam penulisan ini terletak pada objek 

hukum dimana penulis lebih fokus kepada pertanggungjawaban dan 

perlindungan hukumnya atas  pengembalian barang dalam transaksi E-

Commerce dan sistem COD. 

2. Penelitian oleh I Gedel Vera lYudana, I Nyomanl Putu lBudiartha, Desak 

Gdel Dwi lArini, Fakultas Hukuml Universitas Warmadewal yang berjudull 

“Perlindungan hukuml terhadap pelakul usaha melaluil sistem cashl on 

deliveryl pada marketplacel” dengan dual rumusan masalahl yakni, (1l). 

Bagaimana sahnyal perjanjian juall beli melaluil sistem CODl pada 

lmarketplace?; (2). Bagaimanal perlindungan hukuml bagi pelakul usaha 

dalaml hal wanprestasil melalui CODl pada lmarketplace?, terdapat 

kesamaanl kasus yangl sama-samal mengangkat persoalanl isu dalaml hal 

perlindunganl hukum bagil pelaku usahal dalam transaksil jual belil melalui 

sisteml COD yangl dimana perlindunganl hukum terhadapl pelaku usahal 

dalam kasusl wanprestasi. Namunl perbedaannya yaknil fokus 

permasalahannyal dimana penelitil lebih mengangkatl Bagaimana 

pertanggungjawabanl kurir padal transaksi El-Commerce denganl sistem 

pembayaranl Cash Onl Delivery (CODl) apabila barangl dikembalikan 

tanpal persetujuan kedual belah lpihak. 

 

 



 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini secara khusus 

pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah: 

1. Bagaimanal pertanggungjawaban kurirl pada transaksil E-Commercel 

dengan sisteml pembayaran Cashl On Deliveryl (COD) apabila barang 

dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak?  

2. Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha atas pengembalian barang 

pada transaksi El-Commerce denganl sistem pembayaranl Cash Onl 

Delivery (CODl)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan kajian dan menganalisis pertanggungjawaban kurir pada 

transaksi El-Commerce denganl sistem pembayaranl Cash Onl Delivery 

(CODl) apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah 

pihak. 

2. Sebagai bahan kajian dan menganilisis mengenai perlindunganl hukum 

pelakul usaha atasl pengembalian barangl pada transaksil E-Commercel 

dengan sisteml Cash Onl Delivery (CODl). 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapunl manfaat yangl didapat daril penelitian dalaml bentuk skripsil ini 

adalah: 

1) Manfaatl Teoritis  



 

 
 

a) Daril penelitian inil diharapkan dapatl digunakan sebagail bahan 

pertimbanganl dan bahanl masukan dalaml ilmu pengetahuanl hukum 

untukl penelitian lselanjutnya, khususnya dalaml bidang hukuml 

perdata maupunl ilmu pengetahuanl pada lumumnya. 

b)  Daril penelitian inil diharapkan dapatl menambah pemahamanl 

terdapat masalahl yang lditeliti, khususnya dalaml bidang hukuml 

perdata ataupunl ilmu pengetahuanl pada umumnyal dan dapatl 

menjadi referensil untuk penelitianl selanjutnya.  

2) Secaral Praktis 

a) Denganl adanya penelitianl ini dapatl bermanfaat sebagail bahan 

masukanl bagi pihakl-pihak terkaitl dan bahanl pertimbangan 

untukl membuat peraturanl yang dapatl mengatur secaral jelas 

dalaml transaksi El-Commerce denganl sistem pembayaranl Cash 

Onl Delivery (CODl). 

b) Denganl adanya peneitianl ini diharapkanl mampu memberikanl 

masukan untukl penjual danl pembeli dalaml melakukan transaksil 

E-Commercel dengan sisteml pembayaran Cashl On Deliveryl 

(COD). 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian  

Jenisl penelitian yangl digunakan dalaml skripsi lini, dengan jenisl 

Penelitian Yuridisl Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu didasarkanl 

pada lteori, konsep, prinsipl-prinsip lhukum, dan siklusl legislatif. Jenisl 



 

 
 

penelitian yangl dilakukan denganl cara lmenganilisis, mempelajari dan l 

menafsirkan aturanl-aturan hukuml yang lberlaku. Peneliti inil bermaksud 

untukl menyelesaikan proposisil ini menggunakanl jenis penelitianl 

ekplorasi, yaitul penelitian normatifl yang dilakukanl dengan mengkajil dan 

menganalisisl peraturan perundangl-undangan, literaturl-literatur yangl 

bersifat konsepl teoritis atasl pokok permasalahanl yang terjadil dengan 

asasl-asas danl norma lhukum.5 

1.5.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatanl penelitian merupakanl rencana danl prosedur penelitianl 

yang mencakupl langkah-langkahl dari asumsil luas hinggal metode 

lpengumpulan, analisis, danl interpretasi datal yang lterperinci. Pendekatan 

penelitianl yang digunakanl dalam skripsil ini yaitul pada penelitianl ini 

pendekatanl masalah yangl digunakan ladalah:  

a. Pendekatanl Perundang-undanganl (Statue Approachl) 

“Pendekatan perundangl-undang dilakukanl dengan caral menelaah 

undangl-undang danl regulasi yangl bersangkpaut denganl isu hukuml 

yang sedangl ditangani” 

b. Pendekatanl Konseptual (Conceptuall Approach) 

Pendekatanl konseptual beranjakl dari pandanganl-pandangan danl 

doktrin-doktrinl yang berkembangl dalam ilmul hukum. Dengan l 

mengkaji pandanganl-pandangan danl doktrin-doktrinl di dalaml ilmu 

lhukum, peneliti akanl menemukan gagasanl yang melahirkanl 

pengertian-pengertianl hukum, konsepl-konsep hukuml dan asasl-

asas hukuml yang relevanl dengan isul yang ldihadapi.6 

                                                           
5 Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, 

Prenata Media, Jakarta, 2017, h. 12. 
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, h. 133. 



 

 
 

1.5.3 Jenis Bahan Hukum  

Bahanl penelitian yangl esensial dalaml penelitian hukuml ini 

merupakanl dasar ataul acuan dalaml berfikir lkritis, dalam penelitianl 

skripsi inil yang terdiril dari: 

1.5.3.1 Jenisl Bahan Hukuml Primer 

Bahanl hukum primerl terdiri daril semua perundangl-

udangan yangl berhubungan denganl masalah yangl diteliti, 

antaral lain: 

1) Kitabl Undang-Undangl Hukum Perdata (BW)l  

2) Undangl-Undang Nomorl 8 Tahunl 1999 tentangl 

Perlindungan lKonsumen. 

3) Undangl-Undang Nomorl 1 Tahunl 2024 tentangl 

Perubahan Kedual atas Undangl-Undang Nomorl 11 

Tahunl 2008 tentangl Informasi danl transaksi 

lElektronik. 

4) Undangl-Undang Nomorl 7 Tahunl 2014 tentangl 

Perdagangan terdapatl dalam Pasall 1 ayatl (24). 

5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

6) Peraturanl Pemerintah lNo. 80 Tahunl 2019 tentangl 

Perdagangan Melaluil Sistem lElektronik. 

7) Peraturanl Bank Indonesial Nomor 22l/23/PBIl/2020 

1.5.3.2 Jenisl Bahan Hukuml Sekunder 



 

 
 

Sumber data tambahan atau bahanl hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum sekunderl ialah bahanl hukum yangl erat 

kaitannyal dengan bahanl hukum primerl dan dapatl membantu 

lmemahami, menganalisa, danl menjelaskan bahanl hukum 

primerl yang ldiantaranya: buku, artikell ilmiah, teoril para 

lsarjana, jurnal, berital elektronik yangl memiliki kaitanl erat 

denganl permasalahan yangl dibahas ltersebut.7 

1.5.4 Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data  

Melaluil studi lPustaka, penelitian inil menggunakan metodel 

penelusuran dokumenl hukum. Serangkaianl kegiatan yangl berkaitan 

denganl metode lpengumpulan, pembacaan, lpencataan, dan 

pengolahanl bahan hukuml dikenal sebagail penelitian lkepustakaan. 

Kegiatan yangl melibatkan pengumpulanl data daril berbagai sumberl 

antara llain: buku, lSkripsi, jurnal, undangl-undang, danl media 

elektronikl seperti linternet. Setelah semual bahan hukuml terkumpul, 

danl dipilih berdasarkanl permasalahan yangl ada danl disusun dalaml 

urutan tertentul sehingga menjadil suatu lfakta. Dan dapatl digunakan 

untukl mendiskusikan lpermasalahan.   

1.5.5 Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisisl bahan hukuml yang digunakanl dalam skripsil ini adalahl 

metode penelitianl kualitatif lnormatif. Metode penelitianl kualitatif 

                                                           
7 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 94. 



 

 
 

normatifl yaitu suatul metode penelitianl yang menggunakanl deskripsi 

kalimatl atau penjelasanl data yangl komprehensif daripadal pengolahan 

bahanl hukum. Masalahl tersebut dianalisisl menggunakan preskriptifl 

yang didasarkanl pada aturanl yang lada. Dan yangl terakhir dianalisisl 

menggunakan metodel deduktif yangl meneliti masalahl yang umuml ke 

titikl tertentu. 

1.5.6. Definisi Konseptual  

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penulis, 

maka dari itu penulis memberikan pengertian atau batasan konsep-

konsep yang terdapat pada judul skripsi ini. 

1. Kurir  

Kurir adalah seseorang yang bertugas untuk mengantarkan 

paket yang berupa dokumen atau barang lainnya untuk individu, 

bisnis, institusi, atau lembaga pemerintahan. 

2. Pelaku Usaha 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pelaku usaha 

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.   



 

 
 

3. E-Commerce  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik 

ini dikenal dengan istilah E-Commerce. E-Commerce adalah 

mekanisme transaksi yang menggunakan perangkat jaringan 

komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan oleh negara 

maju dan negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak lagi 

dibatasi oleh batasan geografis. 

4. Cash On Delivery (COD)  

COD adalah singkatan dari Cash On Delivery, arti COD itu 

sendiri adalah metode pembayaran dalam transaksi jual beli online, 

dimana konsumen membayar pada saat barang pesanan sampai 

ditempat tujuan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

1.1 Latarl Belakang 

Latarl belakang menjelaskanl tentag alasanl penulis memilihl judul 

skripsil ini.  

1.2 Rumusanl Masalah 



 

 
 

Rumusanl masalah menanyakanl Bagaimana pertanggungjawabanl kurir 

padal transaksi El-Commerce denganl sistem pembayaranl Cash Onl 

Delivery (CODl) apabila barangl dikembalikan tanpal persetujuan kedual 

belah pihakl dan bagaimanal perlindungan hukuml pelaku usahal atas 

pengembalianl barang padal transaksi El-Commerce denganl sistem 

pembayaranl Cash Onl Delivery (CODl). 

1.3 Tujuanl Penelitian  

Dalaml penelitian lini, peneliti harusl menulis skripsil untuk mencapail 

tujuan ltertentu. 

1.4 Manfaatl Penelitian 

Manfaatl penelitian berisil tentang manfaatl yang diharapkanl dalam 

penulisanl skripsi terhadapl transaksi El-Commerce danl sistem 

pembayaranl COD sesuail dengan Peraturanl Undang-undangl Nomor 8l 

Tahun 1999l tentang Perlindunganl Konsumen. 

1.5 Metodel Penelitian  

Jenisl penelitian, pendekatanl penelitian, jenisl bahan lhukum, teknik 

pengambilanl/pengumpulan ldata, teknik analisil data ataul teknik analisisl 

bahan hukuml semuanya dituangkanl dalam Metodel Penelitian. 

 

 

 

 


